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ABSTRAK 
Tujuan dilakukan penelitian ini adalah 
untuk mengetahui bagaimana tanggung 
jawab dari Pejabat Pembuat Akta Tanah 
(PPAT) jika dalam pembuatan akta jual beli 
tanah tidak sesuai dengan tata cara 
pembuatan akta PPAT dan apa akibat 
hukum untuk PPAT dalam membuat akta 
jual beli tanah yang tidak sesuai dengan 
tata cara pembuatan akta PPAT.  Metode 
penelitian yang digunakan dalam penulisan 
ini adalah metode penelitian yuridis 
normatif dan dapat disimpulkan, bahwa:   
1. Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) 
bertanggungjawab secara keseluruhan 
pembuatan akta jual beli baik prosedur, 
mekanisme, dan tatacara.   2. PPAT  yang 
menerbitkan   sertifikat akta jual beli tidak 
sesuai dengan    prosedur,  maka PPAT 
dibebankan tanggung jawab hukum dan 
tanggung jawab administrasi. 
Pejabat, Akta, Jual beli. 
 
PENDAHULUAN 
A. LATAR BELAKANG 
Sedemikian pentingnya akta yang dibuat 
PPAT dalam rangka peralihan hak atas 
tanah, maka pendaftaran peralihan hak 
atas tanah, kecuali pendaftaran peralihan 
tak melalui lelang hanya dapat dilakukan 
apabila dapat dibuktikan bahwa 
pendaftaran peralihan tersebut didasarkan 
pada akta yang dibuat oleh PPAT. Hal ini 
ditegaskan oleh Pasal 37 Ayat (1) peraturan 
pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang 
pendaftaran tanah, yang berbunyi sebagai 
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berikut :“Pendirian hak atas tanah dan hak 
milik atas satuan rumah susun melalui jual 
beli, tukar menukar, hibah, pemasukan 
dalam perusahaan dan perbuatan hukum 
pemindahan hak lainnya, kecuali 
pemindahan hak melalui lelang hanya 
dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan 
akta yang dibuat oleh PPAT yang 
berwenang menurut ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku.” 
Akta PPAT adalah akta otentik dan 
sebagai sebuah akta otentik terdapat 
persyaratan ketat dalam hal prosedur 
pembuatan, bentuk dan formalitas yang 
harus dilakukan sehingga akta tersebut 
berhak disebut sebagai akta otentik. Hal ini 
ditegaskan oleh pasal 1868 KUHP perdata : 
“suatu akta otentik ialah suatu akta yang 
dibuat dalam bentuk yang ditentukan 
Undang-Undang oleh atau dihadapan 
pejabat umum yang berwenang untuk itu 
ditempat akta itu dibuat”. 
Jadi syarat otentisitas suatu akta yaitu: 
1. Dalam bentuk yang ditentukan oleh 
Undang-Undang 
2. Oleh atau dihadapkan pejabat umum 
3. Pejabat tersebut harus berwenang di 
tempat dimana akta tersebut dibuat. 
Akta PPAT merupakan salah satu sumber 
data bagi pemeliharaan data pendaftaran  
tanah, maka wajib dibuat sedemikian rupa 
sehingga dapat dijadikan dasar yang kuat 
untuk pendaftaran pemindahan dan 
pembebanan hak yang bersangkutan. Oleh 
karena itu PPAT bertanggung jawab untuk 
memeriksa syarat-syarat untuk sahnya 
perbuatan hukum yang bersangkutan. 
Antara lain mencocokkan data yang 
terdapat dalam sertifikat dengan daftar-
daftar yang ada dikantor pertanahan.  Tata 
cara dan formalitas pembuatan akta otentik 
adalah merupakan ketentuan hukum yang 
memaksa, artinya tata cara dan prosedur 
pembuatan itu harus diikuti dengan 
setepat-tepatnya tanpa boleh disampingi 
sedikitpun. Penyimpangan dari tata cara 
dan prosedur pembuatan akta otentik akan 




membawa akibat hukum kepada kekuatan 
pembuktian akta itu. 3 
Meskipun prosedur untuk melaksanakan 
peralihan (peralihan hak atas tanah bisa 
terjadi karena pewarisan tanpa wasiat dan 
perbuatan hukum pemindahan hak)atau 
pemindahan hak atas tanah (hak atas tanah 
yang bersangkutan sengaja dialihkan 
kepada orang lain). Misalnya dalam jual beli 
tanah sangat ketat, tapi dalam setiap 
peralihan dan pemindahan hak atas tanah 
selalu terbuka kemungkinan adanya 
tuntutan dari orang ketiga, bahwa tanah 
tersebut adalah miliknya, jadi meskipun 
peralihan hak atas tanah tersebut sudah 
dilaksanakan melalui akta PPAT, tetap 
terbuka kemungkinan akan dapat 
menimbulkan sengketa pertanahan. Hal ini 
baik yang disebabkan oleh adanya pihak 
ketiga yang merasa mempunyai hak atau 
yang disebabkan oleh adanya kesalahan 
pada PPAT yang membuat aktanya atau 
adanya cacat hukum pada aktanya baik 
yang disebabkan oleh karena adanya 
penyimpangan atau kesalahan pada 
pembuatan ataupun karena adanya 
kesalahan pada prosedur penandatanganan 
aktanya. 
Dari uraian diatas, penulis tertarik dan 
bermaksud mengkaji dan memahami lebih 
dalam hal ini dan penulis memberi judul 
skripsi ini:“Kewenangan Pejabat Pembuat 
Akta Tanah (PPAT) dalam pembuatan Akta 
Jual Beli Tanah Beserta Akibat Hukumnya” 
 
B. RUMUSAN MASALAH 
1. Bagaimana tanggung jawab dari Pejabat 
PembuatAkta Tanah (PPAT) jika dalam 
pembuatan akta jual beli tanah tidak 
sesuai dengan tata cara pembuatan akta 
PPAT? 
2. Apa akibat hukum untuk PPAT dalam 
membuat akta jual beli tanah yang tidak 
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sesuai dengan tata cara pembuatan akta 
PPAT? 
 
C. METODE PENELITIAN 
Dalam penulisan ini metode penelitian 
yang digunakan adalah gabungan dari 
metode pendekatan yang bersifat normatif 
dan metode bersifat empiris.Dengan 
menggabungkan kedua metode 
pendekataan ini yaitu melihat kenyataan 
dilapangan dengan menerangkan 
ketentuan-ketentuan dalam peraturan 
perundang-undangan yang berlaku, 
dihubungkan dengan kenyataan yang ada di 
lapangan, kemudian dianalisis dengan 
membandingkan antara tuntutan nilai-nilai 
ideal yang ada dalam peraturan perundang-




A. TANGGUNG JAWAB PPAT DALAM 
PEMBUATAN AKTA YANG TIDAK SESUAI 
DENGAN TATA CARA PPAT 
Dasar hukum tanggung jawab PPAT telah 
diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 
24 tahun 1997 yang memberikan 
kewenangan yang bersifat atribusi kepada 
pejabat pembuat akta tanah untuk 
menerbitkan sertifikat. Sesuai dengan pasal 
1 butir 24 PP No. 24 tahun 1997, bahwa 
Pejabat Pembuat Akta Tanah, selanjutnya 
disebut PPAT adalah Pejabat umum yang 
diberi kewenangan untuk membuat akta 
tanah tertentu. 
Menurut Pasal 1 butir 1 PP No. 37 tahun 
1998 dinyatakan : “Pejabat Pembaut Akta 
Tanah, selanjutnya disebut PPAT, adalah 
pejabat umum yang diberi kewenangan 
untuk membuat akta otentik mengenai 
perbuatan hukum tertentu mengenai hak 
atas tanah atau Hak Milik atas Satuan 
Rumah Susun”. Ketentuan ini sebenarnya 
sudah tercantum dalam PP No. 10 tahun 
1961, yaitu sebagai pejabat umum yang 
berwenang membuat akta pemindahan hak 
atas tanah, pembebanan hak atas tanah, 




dan akta-akta lain yang diatur dengan 
peraturan perundang-undangan yang 
berlaku dan membantu Kepala Kantor 
Pertanahan dalam melaksanakan 
pendaftaran tanah dengan membuat akta-
akta yang akan dijadikan dasar perubahan 
data pendaftaran tanah (Penjelasan Umum 
alinea ke-33 PP No. 37 tahun 1998). 
Dalam melaksanakan tugas-tugas 
keagrarian atau yang berhubungan dengan 
pertanahan sebagaimana diatur dalam 
Peraturan Pemerintah RI No. 24 tahun 
1997, kedudukan PPAT sangat penting 
terutama sebagai pejabat umum yang 
berperan dalam hal bertugas melaksanakan 
sebagian kegiatan pendaftaran tanah 
dengan membuat akta sebagai bukti telah 
dilakukannya perbuatan hukum tertentu 
mengenai hak atas tanah karena setiap 
perjanjian yangbermaksud memindahkan 
atau mengalihkan hak atas tanah, 
menggadaikan tanah atau meminjam uang 
dengan hak atas tanah sebagai tanggungan 
harus dibuktikan dengan akta yang dibuat 
oleh dan di hadapan PPAT.  
Di dalam PP No. 37 tahun 1998, di 
samping mengenal PPAT juga ada yang 
disebut PPAT Sementara dan PPAT Khusus. 
PPAT Sementara adalah Pejabat membuat 
akta PPAT di daerah yang belum cukup 
terdapat PPAT. PPAT Khusus adalah pejabat 
Badan Pertanahan Nasional yang ditunjuk 
karena jabatannya untuk melaksanakan 
tugas PPAT dengan membuat akta PPAT 
tertentu khusus dalam rangka pelaksanaan 
program atau tugas Pemerintah tertentu 
(Pasal 1 butir 2 dan 3 PP No. 37 tahun 
1998). 
PPAT bertugas pokok melaksanakan 
sebagian kegiatan pendaftaran tanah 
dengan membuat akta sebagai bukti telah 
dilakukannya perbuatan hukum tertentu 
mengenai hak atas tanah atau Hak Milik 
Atas Satuan Rumah Susun, yang akan 
dijadikan dasar bagi pendaftaran 
perubahan data pendaftaran tanah yang 
diakibatkan oleh perbuatan hukum itu. 
Perbuatan hukum yang dilakukan oleh 
PPAT, meliputi : 
1) Jual beli; 
2) Tukar menukar; 
3) Hibah; 
4) Pemasukan ke dalam perusahaan 
(inbreng); 
5) Pembagian hak bersama; 
6) Pemberian Hak Guna Bangunan/Hak 
Pakai atas tanah Hak Milik; 
7) Pemberian Hak Tanggungan; 
8) Pemberian kuasa membebankan Hak 
Tanggungan; (vide Pasal 2 PP No. 37 
tahun 1998). 
Kedudukan PPAT sebagai pejabat umum, 
maka PPAT dilarang merangkap jabatan 
atau profesi sebagai pengacara atau 
advokat, pegawai negeri atau pegawai 
Badan Usaha Milik Negara/Daerah (vide 
Pasal ayat (2) PP No. 37 tahun 1998). 
Dalam melaksanakan sebagian tugas 
pendaftaran tanah khususnya perbuatan 
hukum tertentu, PPAT mempunyai 
kewenangan membuat akta otentik 
mengenai semua perbuatan hukum 
tersebut di atas yang terletak di dalam 
daerah kerjanya. Sedangkan untuk PPAT 
Khusus hanya berwenang membuat akta 
mengenai perbuatan hukum yang disebut 
secara khusus dalam penunjukkannya. 
Dengan demikian, kedudukan PPAT sebagai 
pejabat umum, maka akta yang dibuat oleh 
PPAT diberi kedudukan sebagai akta 
otentik.  
Sertifikat merupakan bukti terkuat dan 
terpenuh dari kepemilikan seseorang atas 
tanah sebagaimana diatur dalam Undang-
undang Pokok Agraria (UUPA No. 5 tahun 
1960). Dengan memiliki sertifikat seseorang 
dianggap sah menduduki dan memiliki 
tanah serta melakukan hubungan-
hubungan hukum maupun transaksi 
terhadap tanah tersebut.  
 
B. AKIBAT HUKUM UNTUK PPAT DARI 
PEMBUATAN AKTA JUAL BELI TANAH 
OLEH PPAT YANG TIDAK SESUAI 




DENGAN TATA CARA PEMBUATAN 
AKTA PPAT. 
 
Akta jual beli merupakan bukti yang sah 
dari terjadinya peralihan hak kepemilikan 
atas tanah baik dalam proses jual beli 
maupun proses lainnya. Keabsahan akta 
jual beli sangat penting mengingat kalau 
terjadi gugatan atau penolakan dari satu 
pihak maka akta jual beli sebagai bukti 
bahwa telah terjadi peralihan. PPAT yang 
membuat akta jual beli kedudukannya 
sangat penting karena PPAT adalah pejabat 
yang membuat dan mengesahkan 
terjadinya jual beli atau peralihan tanah 
lainnya.  
Pentingnya kedudukan PPAT dalam 
menerbitkan akta jual beli menuntut 
pertanggungjawaban hukum terhadap atak 
yang dibuat. Itulah sebabnya PPAT harus 
mengikuti prosedur yang ditetapkan oleh 
Undang-undang dan berbagai peraturan 
pemerintah yang terkait dengan peralihan 
kepemilikan atas tanah dan pendaftaran 
tanah. Semua tatacara tersebut harus 
diikuti agar supaya akta peralihan hak yang 
dibuat oleh PPAT sah menurut hukum. 
Pembuatan akta yang tidak sesuai dengan 
tata cara pembuatan akta PPAT dapat 
menimbulkan risiko bagi kepastian hak atas 
tanah yang timbul atau tercatat atas dasar 
akta tersebut.4 
PPAT mempunyai peranan besar dalam 
peralihan hak atas tanah karena memiliki 
tugas membantu Kepala Kantor Pertanahan 
dalam rangka melaksanakan kegiatan 
pendaftaran tanah dengan membuat akta 
sebagai bukti telah dilakukannya perbuatan 
hukum tertentu mengenai hak atas tanah 
yang merupakan akta otentik. Sebagai akta 
otentik akta PPAT haruslah memenuhi tata 
cara pembuatan akta PPAT sebagaimana 
yang ditentukan oleh Undang-Undang dan 
peraturan-peraturan lainnya. Pembuatan 
akta yang tidak sesuai dengan tata cara 
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pembuatan akta PPAT dapat membuat 
suatu akta batal demi hukum dan akan 
mengakibatkan kerugian bagi salah satu 
pihak dalam akta tersebut.  
Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah 
disingkat IPPAT adalah  
perkumpulan/organisasi bagi para PPAT, 
berdiri semenjak tanggal 24 September 
1987, diakui sebagai badan hukum 
(rechtspersoon) berdasarkan Keputusan 
Menteri Kehakiman tanggal 13 April 1989 
nomor C2-3281.HT.01.03 Th.89, merupakan 
satu-satunya wadah pemersatu bagi semua 
dan setiap orang yang memangku dan 
menjalankan tugas jabatannya selaku PPAT 
yang menjalankan fungsi pejabat umum, 
sebagaimana hal itu telah diakui dan 
mendapat pengesahan dari Pemerintah 
berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman 
Republik Indonesia tersebut diatas dan 
telah diumumkan dalam Berita Negara 
Republik Indonesia tanggal 11 Juli 1989 
nomor 55 Tambahan nomor 32.Berbicara 
mengenai akibat hukum untuk seorang 
PPAT tentunya berkaitan dengan Kode Etik 
tentang PPAT. 
Berdasarkan pasal 1 ayat (2) dalam Kode 
Etik Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah 
Indonesia yang berbunyi :“Kode Etik PPAT 
dan untuk selanjutnya akan disebut Kode 
Etik adalah seluruh kaidah moral yang 
ditentukan oleh perkumpulan berdasarkan 
keputusan Kongres dan/atau yang 
ditentukan oleh dan diatur dalam peraturan 
perundang-undangan yang mengatur 
tentang hal itu dan yang berlaku bagi serta 
wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota 
Perkumpulan IPPAT dan semua orang yang 
menjalankan tugas jabatan sebagai PPAT, 
termasuk didalamnya para PPAT Pengganti” 
5 
Kode etik ini berlaku bagi seluruh PPAT 
dan bagi para PPAT Pengganti, baik dalam 
rangka melaksanakan tugas jabatan (khusus 
bagi yang melaksanakan tugas jabatan 
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PPAT) ataupun dalam kehidupan sehari-
hari. PPAT memiliki tugas pokok 
melaksanakan sebagian kegiatan 
pendaftaran tanah dengan membuat akta 
sebagai bukti telah dilaksanakan perbuatan 
hukum tertentu mengenai hak atas tanah 
atau hak milik atas satuan rumah susun, 
yang kan dijadikan dasar bagi pendaftaran 
perubahan data pendaftaran tanah yang 
diakibatkan oleh perbuatan hukum itu.  
Mengenai sanksi yang dapat dikenakan 
terhadap PPAT juga ditetapkan dalam Pasal 
6ayat (1)Kode Etik PPAT yakni bagi anggota 
yang melakukan pelanggaran Kode Etik 
dapat dikenai sanksi berupa:6 
a. Teguran; 
b. Peringatan; 
c.  Schorsing (pemecatan sementara) dari 
keanggotaan IPPAT; 
d.  Onzetting (pemecatan) dari 
keanggotaan IPPAT; 
e.  Pemberhentian dengan tidak hormat 
dari keanggotaan IPPAT.  
Penjatuhan sanksi-sanksi tersebut 
disesuaikan dengan kuantitas dan kualitas 
pelanggaran yang dilakukan anggota 
tersebut (Pasal 6 ayat [2] Kode Etik PPAT). 
Sedangkan sanksi pidana yang akan 
diterima PPAT jika mengetahui data-data 
yang diberikan oleh pihak yang akan 
membuat akta adalah palsu yaitu Pasal 55 
KUHP yakni mengenai Penyertaan. 
Kedudukan PPAT selaku pejabat umum 
dalam proses penerbitan sertifikat hak milik 
atas tanah yaitu dapat dikatakan sebagai 
pejabat perantara kepentingan antara 
pemegang hak milik atas tanah yang 
berkehendak untuk memperoleh sertifikat 
dengan pihak Kantor Pertanahan dan 
sangat menentukan sepanjang mengenai 
tugas dan wewenangnya dalam 
melaksanakan sebagian kegiatan 
pendaftaran tanah dengan membuat akta 
sebagai bukti telah dilakukannya perbuatan 
hukum tertentua mengenai hak atas tanah 
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khususnya hak milik atas tanah yang 
terletak di dalam daerah kerjanya.  
Sertifikat adalah merupakan surat tanda 
bukti hak yang berlaku sebagai alat 
pembuktian yang kuat untuk semua hak 
atas tanah khususnya hak milik atas tanah 
yang sudah dibukukan dalam buku tanah 
yang bersangkutan. Sertifikat hak milik atas 
tanah diberikan untuk kepastian dan 
perlindungan hukum kepada pemegang hak 
atas tanah dan tujuan pendaftaran tanah 
adalah dalam rangka memberikan jaminan 
kepastian hukum di bidang pertanahan. 
Sertifikat hanya boleh diserahkan kepada 
pihak yang tercantum dalam buku tanah 
yang bersangkutan sebagai pemegang hak 
atau kepada pihak lain yang dikuasakan 
olehnya, seperti dalam hal pemegang hak 
sudah meninggal dunia, sertifikat 
diterimakan kepada ahli warisnya atau 
salah seorang ahli waris dengan 
persetujuan para ahli waris yang lain. 
Tiap-tiap hak atas tanah khususnya hak 
milik atas tanah yang telah dilakukan 
pendaftaran di Kantor Pertanahan 
Nasional/Daerah, pemilik hak atas tanah 
berhak untuk meminta diterbitkannya 
sertifikat hak atas tanah, yang masing-
masing telah dibukukan dalam buku tanah 
yang bersangkutan. Daftar buku tanah 
terdiri atas kumpulan buku yang dijilid. 
Bentuk buku tanah dan cara pengisiannya 
ditetapkan dengan Peraturan Menteri 
Agraria No. 7 tahun 1961 tentang 
Penyelenggara Tata Usaha Pendaftaran 
Tanah, yang dinyatakan tidak berlaku lagi 
dengan adanya Peraturan Menteri 
Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional 
No. 3 tahun 1997 tentang pelaksanaan PP 
No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftara 
Tanah. 
Bahwa yang sering dipermasalahkan 
adalah pengertian pendaftaran peralihan 
hak yang oleh Pasal 23 ayat (2) UUPA 
dikatakan merupakan alat bukti yang kuat 
itu bukan syarat sahnya peralihan hak, 
pendaftaran dimaksudkan untuk 




memperoleh sehingga lingkup berlakunya 
mengikat umum, sehingga pendaftaran itu 
merupakan keharusan. Dengan demikian 
pendaftaran itu tidak hanya bersifat 
adminitratif, proses jual belinya sendiri 
sudah selesai semenjak dibuatnya akta 
PPAT, dan semenjak saat itu barang telah 
beralih kepada pembeli. Hal demikian 
adalah sesuai dengan azas hukum adat 
yang dianut dalam UUPA. 
Dalam hal pendaftaran tanah yang 
dikenal sekarang ini sebagaimana dimaksud 
dalam PP No. 24 tahun 1997 tentang 
Pendaftaran Tanah adalah dilakukan 
melalui pendaftaran secara sistimatik yaitu 
didasarkan pada suatu rencana kerja dan 
dilaksanakan di wilayah-wilayah yang 
ditetapkan oleh Menteri, disamping 
pendaftaran tanah secara sporadik yaitu 
dalam hal suatu desa/kelurahan belum 
ditetapkan sebagai wilayah pendaftaran 
tanah secara sistimatik. Cara pendaftaran 
tanah yang dimaksud ini senantiasa 
ditingkatkan mengingat dalam kenyataan 
banyak permintaan dari masyarakat untuk 
mendaftar tanah secara individual maupun 
bersama-sama untuk memperoleh 
kepastian hukum tentang status hak atas 
tanah yang dimilikinya. Pendaftaran tanah 
secara sistimatik diutamakan karena 
melalui cara ini akan mempercepat 
perolehan data mengenai bidang-bidang 
tanah yang akan didaftar dari pada melalui 
pendaftaran tanah secara sporadik. 
Menurut Pasal 32 PP No. 24 tahun 1997 
tentang Pendaftaran Tanah, dinyatakan : 
(1) Sertifikat merupakan surat tanda bukti 
hak yang berlakunya sebagai alat 
pembuktian yang kuat mengenai data 
fisik dan data yuridis yang termuat di 
dalamnya, sepanjang data fisik dan 
data yuridis yang termuat data yang 
ada dalam surat ukur dan buku tanah 
yang bersangkutan. 
(2) Dalam hal suatu bidang tanah sudah 
diterbitkan sertifikat secara sah atas 
nama orang atau badan hukum yang 
memperoleh tanah tersebut dengan 
mempunyai hak atas tanah tidak dapat 
lagi menuntut pelaksanaan hak 
tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) 
tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu 
telah mengajukan keberatan secara 
tertulis kepada pemegang sertifikat 
dan Kepala Kantor Pertanahan yang 
bersangkutan ataupun tidak 
mengajukan gugatan ke Pengadilan 
mengenai penguasaan tanah atau 
penerbitan sertifikat 
tersebut.Penjelasan Pasal 32 ayat (2) 
PP No. 24 tahun 1997, dinyatakan : 
“Pendaftaran tanah yang 
penyelenggaraannya diperintahkan 
oleh UUPA tidak menggunakan sistem 
publikasi positif, yang kebenaran data 
yang disajikan dijamin oleh Negara, 
melainkan menggunakan sistem 
publikasi negatif. Di dalam sistem 
publikasi negatif Negara tidak 
menjamin kebenaran data yang 
disajikan. Tetapi walaupun demikian 
tidaklah dimaksudkan untuk 
menggunakan sistem publikasi negatif 




1. Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) 
bertanggungjawab secara 
keseluruhan pembuatan akta jual beli 
baik prosedur, mekanisme, dan 
tatacara.  
2. PPAT yang menerbitkan sertifikat akta 
jual beli tidak sesuai dengan 
prosedur, maka PPAT dibebankan 
tanggung jawab hukum dan tanggung 
jawab administrasi. Tanggung jawab 
hukum maka PPAT akan dituntut 
sesuai dengan ketentuan dan aturan 
yang berlaku.  
 
B. SARAN 
1. Untuk mewujudkan kepastian hukum 
dalam pembuatan akta jual beli maka 




semua PPAT yang melakukan 
pelanggaran dalam prosedur 
pembuatan akta jual beli 
harusdihukum sesuai dengan 
peraturan yang berlaku yang 
mengatur tentang Jabatan PPAT . 
Begitu juga kepada pihak yang 
dirugikan harus diberikan ganti rugi 
oleh PPAT tersebut sesuai dengan 
nilai tanah atau sesuai kesepakatan. 
Agar PPAT dapat lebih bertanggung 
jawab sesuai dengan kewenangan 
yang telah diberikan untuk PPAT . 
2. Untuk menciptakan kepastian hukum 
dalam jual beli tanah dan 
menghindari semakin banyaknya 
terjadi perselisihan atau perkara 
tanah di pengadilan, maka 
seharusnya pengawasan terhadap 
PPAT harus diperketat. Dengan 
diperketatnya pengawasan terhadap 
PPAT diharapkan penyalahgunaan 
prosedur dan penyimpangan 
prosedur akan dapat ditanggulangi. 
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